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Mentui Perencanarn Pembangunan NasionaU

Kepda Badan Perencamar Pembaryunm Nasional

KEPTM]SAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASION

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 94 /M.PPN/HK/ 05 / 2079
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWXNANG PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG4ASA PEME

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka ctektivitas, etisiensi dan
penyelesaian adnrinistrasr pengang3atan dan^

kegiatan di lingkun5;an Kementerian Perencanaan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangi-tnan N
melimpahkan seba5;iatt kewenangan Pen&lun
Kelnenterian Pererlcanaan Pembangnnan Na

Perencanaan Penrbangunan Nasional kepada K
Anggaran di lin5;kungan Ken.renterian Perencanaan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasio

b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan

16 Tahun 2018 tentang, Pengatlaan Barang/Ja

nlengatur bahwa Kuasa Pen&luna Anggaran
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan
An&garun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaintaua di
huruf a dan huruf b, perlu ntenetapkan Pelim

WewenanS Pengguna AnSSaran Ketnellterian
Pembangunatr Nasional/Badan Perencanaan

Nasional kepada Kuasa PenSgutla Anggaran di
Kemenrerian Perencanaan Pembangunan N

Pefencanaar.l Pembangunan Nasional berkai

C

Pelaksanaari I'errgadaan Barangi Jasa Pernerintah;



MenSinSat

Menetapkan

PERTAA4A

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tenla
Negara (Lembaran NeSara Republik Indonesia
Nonlor 47, Tambahan l-efibaran Negara Repub

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nonror 1 Tahsn 2OO4 tentang Pe

Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia
Nor.rror 5, Tanrbahan knrbaran Negara Republik Ind
4355);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 ten3

Bar ang,/ Jasa Pemerintah (l-embar an Negara Repub

Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Penrbangunan Na
Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional Nomor
tentanS OrSanisasi dan Tala Ketja Kementerian
Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Pera
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepal a Badan
Pentbangunan Nasional Nomor 6 Tahun 20'17;

MEMUTUSIGN:

KXPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN

NASIONAL,/KXPALA BADAN PERENCANAAN

NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN

PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA KUASA PENGG

DI LINGKUNGAN KXMENTERIAN PERENCANAAN

NASIONAL,/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN
PEMERINTAH.

Melinrpahkan sebagian wewenang PenS8una AnSgatan
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Pembangunan Nasional kepada:
a, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor M

Perencanan Pembangunan Nasional/Badan
Pembangunan Nasional;

b. Kuasa Pengguna An1garan Satuan Kerja Ko

KeuanSan Syariah;
c. Kuasa Pengguna AnS8aran Satuan Kerja Pengelola

dan
cl. Kuasa Penggur.r a An1garan Satuan Kerja Majelis

Dana Perw alian Perubahan Iklim lndonesia/lCCTF.
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